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ABSTRAK

Marsianus Dagut 18031000068: Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan IImu
Politik, Universitas Merdeka Malang, Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah
Kos (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2015 Tentang
Pajak Daerah Kota Malang) Kridawati Sadhana, Adhinda Dewi Agustine.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan daerah sebagai sumber dana utama
terbesar yang sangat penting peranannya bagi pelaksanaan pembangunan nasional.
Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan
bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat. Sebagian besar pembangunan di Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak.
Sampai saat ini masih banyak pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk
membayar pajak. Sehingga kepada pihak yang tidak mau dan belum mempunyai
kesadaran akan kewajiban membayar pajak maka dapat dipaksakan dalam
penagihannya, yaitu dengan dilakukan penagihan menggunakan surat paksa ataupun
penyitaan. Dengan akan diterapkannya pemungutanpajak rumah kos di Kota Malang
seperti yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015
Tentang pajak daerah tentu akan menimbulkan berbagai argumen dan persepsi yang
berbeda pada para pemilik rumah kos.

Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan secara ilmiah mengenai
pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos dikota malang. Selain itu penelitian ini juga
dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan unsur unsur pendorong dan
penghambat dalam melakukan pemungutan pajak dikota malang.

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat menggambarkan
bagaimana pandangan pemilik rumah kos terhadap PeraturanDaerah Kota malang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang pajak daerah khususnya pajak rumah kos.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kurangnya pengetahuan pemilik rumah
kosterkait pajak kos dikarenakan sampai saat ini sebagian besar dari mereka hanya
mendapat informasi dari media. Selain itu didapatkan hasil bahwa tarif pajak kos
sebesar 5% dirasa sudah wajar namun Kriteria objek pajak dirasa kurang adil.
Sedangkan untuk mekanisme pemungutan pajak sudah dirasa sesuai oleh para pemilik
kos. Untuk itu rekomendasi dari penulis perlunya sosialisasi langsung dan merata serta
pendataan dari pemerintah dan pengkajian ulang peraturan terkait dengan besaran tarif
pajak kos serta perlunya penambahan kriteria objek pajak kos yang bukan hanya
terbatas pada jumlah kamar dan harga perkamarnamun pemerintah harus melihat
pendapatan yang diterima dari hasil sewa rumah kostersebut.

Kata kunci : Pelaknaan pemungutan pajak Rumah Kos
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ABSTRACT

Marsianus Dagut 18031000068: Public Administration, Faculty of Social and Political
Sciences, Merdeka University Malang, Implementation of Boarding House Tax
Collection (Study on Policy Implementation Based on Regional Regulation No. 2
of 2015 concerning Local Taxes in Malang City) Kridawati Sadhana, Adhinda
Dewi Agustine.

Tax is one of the state and regional revenues as the largest main source of funds which
has a very important role for the implementation of national development. Taxes are
used to finance development that is useful for the common interest with the aim of
increasing the welfare and prosperity of the community. Most development in Indonesia
is financed from tax revenues. Until now there are still many parties who do not have
the awareness to pay taxes. So that those who do not want and do not have awareness of
the obligation to pay taxes can be forced to collect them, namely by collecting them
using forced letters or confiscation. With the implementation of the boarding house tax
collection in Malang City as described in the Malang City Regional Regulation Number
2 of 2015 concerning local taxes, it will certainly cause various arguments and different
perceptions for boarding house owners.

The purpose of this study was to describe scientifically the implementation of the
collection of boarding house taxes in the city of Malang. In addition, this research was
also conducted to identify and describe the elements of driving and inhibiting tax
collection in the city of Malang.

The method used in this research is using qualitative methods with descriptive research
types. This study describes how the views of boarding house owners on the Malang City
Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning local taxes, especially boarding
house taxes.

The results of this study indicate that the lack of knowledge of boarding house owners
regarding boarding taxes is because until now most of them have only received
information from the media. In addition, it was found that the boarding tax rate of 5%
was considered reasonable but the criteria for the tax object were deemed unfair.
Meanwhile, the tax collection mechanism has been deemed appropriate by the boarding
house owners. For this reason, the recommendation from the author is the need for
direct and equitable socialization as well as data collection from the government and a
review of regulations related to the amount of the boarding tax rate and the need for
additional criteria for the object of the boarding tax which is not only limited to the
number of rooms and room rates, but the government must look at the income received
from the rental. the boarding house.

Keywords: Implementation of boarding house tax collection
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